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BAB V 

Penutup 

5.1 Kesimpulan 

 Judicial review adalah salah satu cara untuk menguji peraturan 

perundang-undangan agar selaras dan terintegrasi dengan baik sesuai dengan 

hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dimiliki oleh 

lembaga peradilan. Pengujian peraturan perundang-undangan sangat di 

pegang teguh oleh Indonesia dilatar belakangi dengan dianutnya teori jenjang 

atau stuffenbau teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen maka hierarki 

peraturan perundang-undangan yang selaras dan antar peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah memiliki keterkaitan dengan peraturan yang 

berada di atasnya sebagai pedoman norma peraturan yang berada di 

bawahnya. Sehingga antar peraturan yang berada di dalam sistem hierarki 

tidak boleh bertentangan adalah harga yang mutlak bagi sistem hukum 

Indonesia yang terdapa di pasal 7 Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan.  Lembaga yang berwenang 

untuk melaksanakan kewenangan judicial review adalah Mahkamah Agung 

untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang 

terhadap Undang-undang ,dan Mahkamah konstitusi  menguji Undang-undang 

terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  

 Pemisahan kewenangan judicial review kepada dua lembaga tidak 

berdasarkan alasan, karena ada beberapa pertimbangan yang pertama, telah 

berubahnya politih hukum bangsa Indonesia yang sebelum amandemen 

menggunakan pembagian kekuasaan ( distribution of power ) mejadi 

pemisahan kekuasaan ( separation of power ) dengan prinsip check and 

balaces sehingga tidak ada lembaga yang tertinggi semua lembaga utama 

setara kedudukannya. Kedua, bahwa tidak adanya lembaga yang menguji 

Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar sehingga perlu adanya 
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lembaga yang melaksankan pengujian tersebut, apabila diberikan kepada 

Mahkamah Agung maka akan terjadi penumpukan kasus yang begitu banyak 

karena Mahkamah Agung juga membawahi badan peradilan di Indonesia dan 

pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap 

undang-undang. Sehingga dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang memiliki 

kewenangan untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. 

Ketiga, agar kedua lembaga tersebut memaksimalkan kewenangan untuk 

melakukan judicial review dan adanya check and balances antar lembaga 

dalam melaksankan judicial review agar maksimal. 

 kewenangan judicial review yang dimiliki oleh MK dan MA 

menimbulkan sisi positif yaitu adanya pembagian kewenangan judicial review  

antara MK dan MA yang diberikan oleh konstitusi untuk saling adanya check 

and balances agar peraturan berjalan dengan maksimal, tapi pada 

kenyataannya percampuran kewenangan antara MK dan MA juga 

menimbulkan berbagai persoalaan. Pada gilirannya, muncullah persinggungan 

kewenangan dua lembaga tersebut yang dapat berujung pada terjadinya 

ketidak pastian hukum seperti adanya putusan yang tidak selaras antara MK 

dan MA, pengujian yang memiliki cara berbeda dapat menimbulkan 

perbedaan putusan sehingga mempersulit integrasi pengawalan hierarki norma 

mulai dari perda sampai UUD, dan menimbulkan kesan-kesan yang 

mengesampingkan MA karena kewenangannya dalam menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah Undang-undang dengan Undang-undang 

karena Mahkamah Konstitusi dapat menghentikan pengujian di MA apabila 

MK sedang menguji Undang-undang yang dibuat batu uji oleh MA. Pasal 

yang terkait di MK tentu saja kewenangan ini seolah-olah memberikan strata 

Mahkamah Konstitusi lebih tinggi daripada MA yang seharusnya setara. 

 Dengan pemisahan kewenangan judicial review di dua lembaga 

peradilan sejatinya tidak berlangsung secara efektif dan efisien yang 
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cenderung merugikan lembaga peradilan dan masyarakat yang lansung 

menerima dampaknya, oleh karena itu perlu adanya penyatuan kewenangan 

judicial review di dalam salah satu lembaga karena dengan penyatuan judicial 

review dalam satu lembaga peradilan maka putusan akan terintegrasi dengan 

baik dengan batu uji Undang-undang Dasar sebagai batu uji untuk segala 

peraturan perundang-undangan di bawahnya sehingga tidak ada putusan yang 

saling bertentangan.tidak ada lagi lembaga yang seolah-olah menjadi lebih 

tinggi yang diakibatkan oleh diberhentikannya MA ketika sedang 

melaksanakan judicial review oleh MK karena Undang-undang yang menjadi 

batu uji oleh MA sedang di ujikan oleh MK agar peraturan perundang-

undangan tetap selaras. Sehingga berkesan MK lebih tinggi dari MA dalam 

hal kewenangan judicial review dengan di adakan penyatu atapan kepada satu 

lembaga maka hal ini tidak akan terjadi kembali serta meningkatkan efisien 

dan efektif untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 Penyatuan kewenangan ini seharusnya diberikan kepada Mahkamah 

Konstitusi karena pada hakikatnya judicial review merupakan cara untuk 

mendapatkan keadilan dengan tidak mengadili subjek hukum tapi mengadili 

sistem hukum dan yang seharusnya berwenang sepenuhnya adalah Mahkamah 

Konstitusi yang disebut sebagai court of law karena MK untuk memberikan 

keadilan lewat perlindungan hak konstitusional masyarakt dengan mengadili 

sistem hukum untuk mencapai keadilan bagi masyarakat dan Mahkamah 

Konstitusi merupakan pelindung konstitusi dan penafsir satu-satunya 

konstitusi sehingga dapat menemukan inti penting dari konstitusi untuk 

melaksanakan kewenangannya dalam judicial review agar maksimal. 

5.2 Saran 

 Dengan kesimpulan diatas untuk menyatukan kewenangan judicial 

review peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi, maka penulis 
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memberikan saran agar pelaksanaan judicial review di dalam Mahkamah 

Konstitusi dapat berjalan dengan maksimal yaitu sebagai berikut : 

 Pertama, menambah kewenangan mahkamah konstitusi untuk 

melaksanakan seluruh pengujian peraturan perundang-undangan dan 

meniadakan kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan judicial 

review peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap 

Undang-undang dengan cara mengamandemen UUD 1945 ,merubah Undang-

undang dan segala peraturan terkait pelaksanaan judicial review yang dimiliki 

oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.  

 Kedua, menambah jumlah hakim di Mahkamah Konstitusi agar tidak 

terjadinya penumpukan perkara pengujian peraturan perundang-undangan 

karena dengan jumlah hakim sekarang yaitu 9 orang maka Mahkamah 

Konstitusi akan kewelahan untuk melaksanakan kewenangan lain yang 

dimilikinya. Penambahan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut kurang lebih 

sekitar 15 orang yang terdiri dari 5 dipilih oleh DPR, 5 dipilih oleh Presiden 

dan 5 dipilih oleh MA, dengan adanya penambahan hakim ini maka akan 

bertambahnya panel hakim untuk memeriksa perkara yang diajukan. 
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